arakat, serta meningkatkan partisipasi
__' 'ﬁ'é‘rﬁ.t Hmhml:an ijin perﬂr]m

1. Pr-::-gr:arn Kﬂﬂhﬂm Telmll: F:umputer dan Informatika

2. Paket Keahlian : Teknik Komputer Jaringan

yang beriokasi di yang berlokasi di Jalan Kampung Tegal Salam Biok
2 RT 22/08 Desa Carlul(acamaﬁan l‘.?.ar]u HﬂhUpE_tEn Bagor

‘Mengingat : 1. Undang - Undang Nemor 14 Tahun 1950 tentang
= Pemerintahan Daerah  dalam lingkungan Jawa Barat (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang  Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nmnur 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubsh terakhir dengan
Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran

-

g




s Menengzh (Lembe Necors Republik Indoness
Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3764);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 f U J 2002

tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolzh;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41} Sebagaimana telsh diubah dengan
Peraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 2013 tentang Standar
Nasional Pendidikan

. Peraturan Pemerintah MNomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian ~ Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerimtahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4737);

. Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor B9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Momor 4741);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 Momor194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Immﬁgaﬂmy 4789): :

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran
Negara republik Indonesia-Tahun 2010 Nomor 23 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indopesia MNomor 5105)
Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomar
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nemor 17 Tahun 2010 Tentang . Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomeor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Momar 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

12, Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nomor 50 Tahun 2007

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah
Daerah.

13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Momor 5 Tzhun 2006

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan




Bupat ﬁ' Hamnr 061/188/Kpts/HUK/2005

i Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan

watanganan Adminstrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala
mm

16.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008
tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah
{Lembaran Dasrah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Momor 11 Tahun 2008);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pendidikan ({Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah h’.am;}atm Bugﬂr Nomor 56);

19. Peraturan Eupaﬁ Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata
l:ara F'en Pﬁ#@huﬂ;ﬂﬁ, Perubahan Mama, Dan
Ia &

Memperhatikan : 1. Surat  Yayasan .M—Jarmah Darussalam  Nomor
04/YAD/PSMK/VI/2013 = Tanggal 03 Juni 2013 Perihal
Permohonan izin operasic ﬁkﬂiﬂh b

2. Surat Kepala Desa Cariu H . 420/10-Kesra Tanggal 28 Mai
2013 Perihal -

3. Surat Kecamatan Cariu Nomor: 420/23-Kesra Tanagal 04 Junil
Zﬂ-nlfﬂhperiiul Rekomendasi Pen;:lﬁan SMK Daarul Quran Al
Ja .

4. Surat UPT Pendidikan VI Kecamatan Cariu Nomor :
421,3/089-Pend Tanggal 03 Juni 2013 perihal Rekomendasl
pendTri'an SMK Al-Jannah Darussalam.

5. Sural Rekemendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigras|
Kabupaten Bogor : SHEfﬂlﬂﬂ-Penhtkerﬁﬂﬂ Tanggal 07 Juni
2013 perihal Rekomendasi. =l

6. Surat Dukungan Dunia Usaha dan Dunia hdum PT. Intra food
Citarasa Nusantara Nomor : ICN-June/0001 - 03 - 2013
Tanggal 03 Juni 2013 perihal Respon Surat Kerjasama,

7. Surat Dukungan Warga setempat Kampung Tegal Salam RT.
22/07 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Rekomendasi untuk
pendiriz 1 SMK Daarul Qur'an Al-Jannah.

8. Surat Dukungan Dunia Usasha dan Dunia Industri. PT.
Inntrafood Citarasa Nusantara : ICN-June/0001-03-13 tanggal 3
Juni 2013 perihal Dukungan dan Respon Surat Kerjasama

9. Surat Keputusan Yayasan Al Jannah Darussalam Momor :
005/YAD/SKP/V1/2013 tentang pendirian lembaga pendidikan
jenjang SMK Daarul Qur'an yang berlokasl diKampung Tegal
Salam Desa Cariu Kecamatan Cariu.

10.Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirlan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Daarul Qur'an Al-Jannah.

“_F




: YAYASAN AL JANNAH DARUSSALAM

: Jalan Tipar Raya No. 31 Cimanggis
Kecamatan Cimanggis Kota Depok

rikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

Nama ! SMK DAARUL QUR’AN AL-JANNAH

Alamat : Jalan Kampung Tegal Salam Blok 2 RT.
22/07 Desa Cariu Kecamatan Cariu
Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2013/2014

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

berlaku  sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar |.

ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas

Pendidikan Kabupaten E:bgm' serta penyelenggara atau satuan

pendidikan harus '

a. menjamin  peserta ~mempercieh  akses  pelayanan
pendidikan, bagi peserta. didik yang orang tus/walinya tidak
mampu menﬂaﬁaL panﬁﬂlkan peserta didik pendidikan khusus,
atau peserta didik di daerah khusus;

b. melakukan lian,n’aiau memfasﬂimt penjaminan muty pendidikan
di satuan atau program penﬂﬂi:an dengan berpedoman pada
Standar Nasional Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinsan berkelanjutan kepada peserta didik
yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
menﬁmé} prestasi puncak di bidang Ilmu pengetahuan,

tek seni, danfatau olahraga pada tingkat satuan
pendidi kammatan,dmbumten;‘kuh provinsi, nasional dan
Intemzﬁimm» .

d. mengembangkan: dan rmﬁhsmﬁcan sistem Informasi pendidikan

pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi;

e. menjamin jumiah dan kualifikasi pendidik dan tenaga

[} kependidikan sesuai dengan Standar Masional Pendidikan;

i f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah
milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai
dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak
sengketa, dan tdak digunakan untuk kegiatan lain selain

- keglatan proses pembelajaran.

| KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan

dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau
dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal
dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul
kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang

L = mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala

B resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak

1
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< _ dihfeluarkannya keputusan ini,
snggungiawab plhak penyelenggara satuan

.."
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